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BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan
Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah,
ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan konfirmasi
status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan
kewajiban pajak daerah oleh Pemerintah Daerah diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tatacara Pelaksanaan
Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten
Sumbawa; '

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262}
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun
2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun
2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 126);

.Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang



Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi
Bagi Wajib Pajak Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Sumbawa (Berita
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI
KABUPATEN SUMBAWA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

< A~

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Sumbawa.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan
publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka
pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh pribadi pajak atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk keglatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.



11.

12.

13.

Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP
Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN)], atau badan usaha
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP
di Daerah. _

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini:

a.
b.
c.

meningkatkan pendapatan asli Daerah;
mengoptimalisasikan dana bagi hasil pajak; dan
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.
b.

(1)

(2)

jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan
status valid.



(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

2)

(1)
(2)

BAB IiI
TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 6

Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di
Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak atau NPWP di Daerah.

Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib
Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.

Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP,
maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan
Surat Keterangan.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan KSWP sebelum
memberikan Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat {1).

KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem
informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem
informasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau
aplikasi yang telah disediakan.

Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Pasal 8

Terhadap KSWP yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi
pendapatan daerah memberikan keterangan berupa:

a. NPWPD;
b. nama Wajib Pajak; dan
c. jenis Pajak Daerah.

KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem
informasi yang terhubung antara Perangkat Daerah yang membidangi
perizinan dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan
daerah.

Pasal 9

Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat {1} memuat status valid atau tidak valid.

Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu
memenuhi ketentuan:

a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem
informasi aplikasi pengelolaan pajak pada Perangkat Daerah yang
membidangi pendapatan daerah;

b. telah melakukan pembayaran tahun terakhir untuk :
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pajak hotel;

pajak restoran;

pajak hiburan;

pajak reklame;

pajak penerangan jalan;
pajak mineral bukan logam dan batuan;
pajak parkir;

pajak air tanah,;

. pajak sarang burung walet;
10. BPHTB; dan/atau

11. PBB-P2.

{3} Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka harus melakukan konfirmasi ke Perangkat
Daerah yang membidangi pendapatan daerah untuk mendapatkan Surat
Keterangan Status Wajib Pajak.

(4) Surat Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dipungut biaya.

(5) Bentuk Surat Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CRXNOT bW

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 10

(1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang membidangi pendapatan daerah dalam konsultasi, monitoring dan
evaluasi.

{2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 {satu) tahun.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 ’FTM\ 2022

gﬁUPATI SU:BAWA,

o

d’MAHMUD ABDULLAH



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Febroart 2022

.{/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAW BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 7
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 7  TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI
KABUPATEN SUMBAWA.

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Izin Usaha Hiburan;

izin Usaha Restoran/Rumah Makan;

Izin Hotel/Motel/Penginapan Laik Sehat.

Izin Kolam Renang/Pemandian Umum Laik Sehat.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Izin Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol;
Tanda Daftar Gudang (TDG); '
Izin Usaha Industri Kecil;

. Izin Usaha Industri Menengah;
. Penutupan Perusahaan;
. Pembukaan Cabang;

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan
Izin Usaha Toko Swalayan;

Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya sarang Burung Walet.
Izin Trayek;

Izin Usaha Angkutan Barang;

Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata;

Izin Usaha Praktek Dokter Umum,;

Izin Usaha Praktek Dokter Gigi;

Izin Usaha Praktek Bidan;

zin Usaha Praktek Perawat;

Izin Usaha Klinik;

Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe Dj;

Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
Izin Usaha Klinik Kecantikan;

Izin Usaha Apotek;



28,
29,
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49,
50.
51.

52,

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63,

64.

Izin Penyelenggaraan Optikal;

Izin Usaha Toko Obat;

Izin Usaha Pengobatan Tradisional {Battra);
Izin Operasional Usaha Pest Control;

Izin Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman;
1zin Usaha Praktek Dokter Bersama;

Izin Praktek Dokter Umum,;

Izin Praktek Dokter Gigi;

Izin Praktek Dokter Bersama;

Izin Praktek Bidan;

Izin Praktek Perawat;

Izin Praktek Fisioterapis,

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);

Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;

Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;

Surat Izin Praktik Fisioterapi,

Surat Izin Kerja Fisioterapis;

Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris;
Surat Izin Kerja Optisien atau Optometris;
Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;

Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;

Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik;

Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik;

Surat Izin Kerja Perekam Medis;

Surat Izin Kerja Radiografer;

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;

Surat Izin Praktik Elektromedis;

Surat Izin Praktik Penata Anestesi;

Surat Izin Praktik Terapis Wicara;

Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis;
Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;

Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;

Izin Usaha Perkebunan (IUP);



65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B};
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usah
Dini dan Pendidikan Non Formal,

Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

Izin Usaha Peternakan Unggas;

Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba;

Izin Usaha Peternakan Sapi dan Kerbau Potong;

Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Perah;

Izin Usaha Peternakan Kuda;

Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Bibit;

Izin Usaha Pengiriman Ternak dan atau Bahan Asal Ternak Antar Pulau;
Izin Usaha Pemotongan Hewan;

1zin Usaha Toko Obat Hewan;

Izin Usaha Budidaya Perikanan;

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing {IMTA);
Surat Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan;

Izin Pemasangan Reklame;

Izin Lingkungan;

Izin Penyimpanan Limbah B3;

Izin Pembuangan Limbah Cair {IPLC);

Izin Pemanfaatan Air Limbah (Land Aplikasi);

Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten;

%/BUPATI SU:AWA, %

d’MAHMUD ABDULLAH

Izin Operasional Panti;
Surat Keterangan Penelitian; dan
Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 7# TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI
KABUPATEN SUMBAWA.

FORMAT SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Kop Surat Instansi / Perangkat Daerah / Unit Kerja pemungut pajak

Surat Keterangan Status Waijib Pajak

NOIOT : ...oviiiiinirie e e eaiens 1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami
sampaikan bahwa Wajib Pajak: '

Nama ., 2)
NPWP it eee 3)
Alamat ; ....ocociviiiiiiiii e 4)
Status .. 5)
Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu
pada .......c.ooeveiannnn. 6) untuk layanan publik berupa .........c....coueenee. 7)
tahun ............. 8)
Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
......... seernreassranesssD)
Kepala
Kantor/Dinas/Badan, .............
.............. 10)

Kabupaten Sumbawa
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. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB
PAJAK

Angka 1 : cukup jelas.

Angka 2 : Cukup jelas.

Angka 3 : Diisi dengan nomor Keterangan Status Wajib Pajak
Angka 4 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak terdaftar.

Angka 5 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Angka 6 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Angka 7 : Diisi dengan status valid atau tidak valid

Angka 8 : Diisi nama Instansi Pemerintah yang memberikan layanan
publik.

Angka 9 : Diisi jenis layanan publik.
Angka 10 : Diisi tahun Keterangan Status Wajib Pajak berlaku.

Angka 11 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun
Keterangan Status Wajib Pajak diterbitkan.

Angka 12 : Diisi dengan nama, tanda tangan, dan NIP.

BUPATI SUMBAWA,

—

{MAHMUD ABDULLAH
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